ABSTRAK

Penelitian berjudul “Implementasi Klausula Eksonerasi Pada Jaminan
Pembiayaan Mudharabah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008 Tentang Perbankan Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada BMT
Sahara Tulungagung)” ditulis oleh Dessy Ramadhani, NIM.1880502220008,
Program Magister Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam
Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dibimbing oleh Prof. Dr. H.
Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag., dan Dr. H. Asmawi, M.Ag.
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Penelitian ini menganalisis implementasi klausula eksonerasi dalam
jaminan pembiayaan mudharabah dari perspektif hukum ekonomi syariah, dengan
studi kasus di BMT Sahara Tulungagung. Klausula eksonerasi adalah ketentuan
dalam perjanjian yang membebaskan satu pihak dari tanggung jawab hukum
tertentu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana penerapan
klausula eksonerasi pada jaminan pembiayaan mudharabah di BMT Sahara
Tulungagung? 2) Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap
penerapan Kklausula eksonerasi pada jaminan pembiayaan mudharabah di BMT
Sahara Tulungagung?.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan
metode pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku
serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat. Teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara mendalam, observasi
dan dokumentasi. Pada teknik analisis data, penulis menggunakan kondensasi data
dan analisis data

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan klausula eksonerasi
pada jaminan pembiayaan mudharabah di BMT Sahara Tulungagung merupakan
langkah yang signifikan dalam mengatur risiko dan tanggung jawab dalam
transaksi keuangan syariah. Klausula tersebut memberikan perlindungan kepada
BMT Sahara Tulungagung dari risiko gagal bayar dan kerugian yang timbul dari
penyimpangan atau kelalaian yang tidak disengaja oleh pihak peminjam. Dengan
adanya klausula eksonerasi, pihak BMT dapat meminimalisir risiko operasional
dan keuangan yang mungkin terjadi, sehingga memberikan kepastian dan
keamanan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Selain itu, hal ini juga menjadi
salah satu bentuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menekankan
pentingnya transaksi yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Dengan demikian, penerapan klausula eksonerasi pada jaminan pembiayaan
mudharabah di BMT Sahara Tulungagung tidak hanya memberikan manfaat bagi
BMT itu sendiri, tetapi juga bagi para peminjam dan stakeholders lainnya dengan
menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan terpercaya. 2) Dalam
perspektif hukum ekonomi syariah, penerapan klausula eksonerasi pada jaminan
pembiayaan mudharabah di BMT Sahara Tulungagung merupakan hal yang
krusial. Klausula eksonerasi memungkinkan pihak yang memberikan pembiayaan

Xiv



untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas kerugian yang timbul, terutama
jika kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian atau tindakan yang salah
dari pihak yang memberikan pembiayaan. Dalam hal ini, hukum ekonomi syariah
menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama
dalam berbagai transaksi ekonomi. Oleh karena itu, penerapan klausula eksonerasi
harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, sehingga tidak menimbulkan
ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, BMT Sahara
Tulungagung sebagai lembaga keuangan syariah juga harus memastikan bahwa
klausula tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk adil, tidak
merugikan salah satu pihak secara berlebihan, dan tidak bertentangan dengan
nilai-nilai Islam. Dengan demikian, penerapan klausula eksonerasi pada jaminan
pembiayaan mudharabah di BMT Sahara Tulungagung haruslah dilakukan dengan
hati-hati dan memperhatikan aspek-aspek hukum ekonomi syariah untuk
memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam aktivitas bisnisnya.

XV



ABSTRACT

The research entitled "Implementation of Exoneration Clauses in
Mudharabah Financing Guarantees in the Perspective of Law Number 21 of 2008
Concerning Sharia Banking and Sharia Economic Law (Study at BMT Sahara
Tulungagung)" was written by Dessy Ramadhani, NIM.1880502220008, Master
Sharia Economic Law Study Program, Postgraduate, Sayyid Ali Rahmatullah
State Islamic University Tulungagung, guided by Prof. Dr. H. Ahmad Muhtadi
Anshor, M. Ag., and Dr. KH. Asmawi Mahfudz, M.Ag.

Keywords: Exoneration Clause, Financing, Mudharabah.

This research analyzes the implementation of exoneration clauses in
mudharabah financing guarantees from the perspective of sharia economic law,
with a case study at BMT Sahara Tulungagung. An exoneration clause is a
provision in an agreement that releases one party from certain legal
responsibilities.

The formulation of the problem in this research is: 1) How is the
exoneration clause applied to mudharabah financing guarantees at BMT Sahara
Tulungagung? 2) What is the perspective of sharia economic law on the
application of the exoneration clause in mudharabah financing guarantees at BMT
Sahara Tulungagung?

The research approach used is qualitative research with an empirical
juridical approach, namely examining applicable legal provisions and what
happens in reality in society. The data collection techniques used in this research
are in-depth interviews, observation and documentation. In data analysis
techniques, the author uses data condensation and data analysis

The results of this research show that: 1) The application of exoneration
clauses in mudharabah financing guarantees at BMT Sahara Tulungagung is a
significant step in managing risks and responsibilities in sharia financial
transactions. This clause provides protection to BMT Sahara Tulungagung from
the risk of default and losses arising from irregularities or unintentional
negligence by the borrower. With the exoneration clause, BMT can minimize
operational and financial risks that may occur, thus providing certainty and
security in carrying out its business activities. Apart from that, this is also a form
of compliance with sharia principles which emphasize the importance of fair and
just transactions for all parties involved. Thus, the application of the exoneration
clause in mudharabah financing guarantees at BMT Sahara Tulungagung not only
provides benefits for BMT itself, but also for borrowers and other stakeholders by
creating a more stable and trustworthy business environment. 2) From the
perspective of sharia economic law, the application of the exoneration clause to
the mudharabah financing guarantee at BMT Sahara Tulungagung is crucial. The
exoneration clause allows the party providing the financing to escape
responsibility for losses that arise, especially if the loss is not caused by
negligence or wrongful action on the part of the party providing the financing. In
this case, sharia economic law emphasizes the importance of justice, transparency
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and shared responsibility in various economic transactions. Therefore, the
application of the exoneration clause must pay attention to these principles, so that
it does not give rise to injustice or abuse of power. Apart from that, BMT Sahara
Tulungagung as a sharia financial institution must also ensure that the clauses are
in accordance with sharia principles, including being fair, not causing excessive
harm to either party, and not conflicting with Islamic values. Thus, the application
of the exoneration clause in mudharabah financing guarantees at BMT Sahara
Tulungagung must be carried out carefully and pay attention to aspects of sharia
economic law to ensure fairness and sustainability in its business activities.
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